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ABSTRAK

Pengkajian ini bertujuan mengetahui : (1) faktor penyebab meninghkatnya kasus perdagangan perempuan
dan anak di Indonesia; (2) Peran Pemerintah dan LSM dalam upaya pencegahan dan penanggulangan
tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. Cara mencapai hijuan dilakukan studi dokumentasi.
Data sekunder yang diperolel melalui studi dokumentasi dikategorisasi, dianalisis, dan diinterpretasi
secara deskriptif. Hasil penelitian memunjukkan balnva faktor penyebab meningkafnya kasus perdagangan
perentpuan dan anak yaitu: kemiskinan, pendidikan rendah, kawin usia dini, ketidaktaatan terhadap ajaran
agama, dan sebagian besar orangtua terlibat dalam praktik perdagangan perempuan dan anak. Peran
pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan dan anak, baru terbatas pade
tingkat sosialisasi dan penyusunan infrastruktur kelembagaan yang terkait dengan trafficking, namun
beberapa LSM telah merespons persoalan trafficking dengan berbagii aksi, baik dalam bentuk penanganan
kasus maupun pencegahan terjadinya trafficking. Solusi yang diajukan dalam pengkajian ini, adalah
pencegahan perdagangan perempuan dan anak melalui pemberdayaan sosial keluarga, dimana keluarga
yang ketahanan sosialnya lemah ditingkatkan agar dapat melaksanakan peran dan fungsi sebagaimana
mestinya. Upaya peningkalan peran dan fungsi keluarga, dilakukan dengan intervensi pekerjuan sosial.
Pekerja sosial sebagai pelaku perubahan diharapkan dapat memperbaiki kondist keluarga, menyangkut
beberapa aspek, yaifu : (a) pelaksanaan peran sesuai dengan kedudukan; (b) pemenuhan kebutuhan dasar;
{c) terjalinnya hubungan akrab antara keluarga dengan linglungannya; dan (d) teroujudnya keluarga
yang harmonis.

Kata kunci : Perdagangan Perempuan dan Anak, Alternatif Pencegahannya.

I. PENDAHULUAN

Suryadi Suparman selaku Deputi
Perlindungan Anck Kementerian Negara

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia (frafficking) sebagai
saloh satu perlakuan terburuk dalam
pelanggaran harkat dan martabat manusia,
bukan merupakan hal baru. Prakiik jual beli
manusia terutama perempuan dan anak sudah
loma terjadi serta mengalami perubahan bentuk
dan pola penjaringan korban dari wakiu ke
waktu. Akhir-akhir ini, perdagangan manusia
sungguh memprihatinkan, yaitu selain jumlah
korban yang semakin besar, juga terbentuk
jaringan antar peloku (trafficker) yang cukup
rapi, dan modus operandinya semﬂiin canggih.

Pemberdaoyoon Perempuan, menyatakan
bohwa secara empiris sebagian besar korban
perdagangan perempuan manusia adalah
perempuan. Laki-loki yang menjadi korban
pada umumnya adalah remaja laki-laki.
Mereka dipekerjokan di jermal' atou korban
poedofilia?

Dolam budaya masyarckat yang patriarki,
masih terdapat diskriminasi gender. Perempuan
dan anck perempuan seclah hanya jadi
pelengkap seksualitas dan dianggap rendah.
Budaya yang sudah mengakar Sejok dulu itu
sulit sekali diubah. Kondisi ini diperparah oleh
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Jermal : Alat penangkap ikan berupa pagar dari pancang yang dipasang di tepi laut, diberi pintu

seperti bubu dan dibelakangnya dipasang jaring besar yang dopat diangkat-angkat
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Paedofilia : orang dewasa terutama laki-laki mempunyai selera seksual terhadap anak kecil



kemiskinan, pengangguran, kawin usia dini,
serfe budaya masyarakat yang hanya mencari
pekerjoan bukan menciptokan lapangan kerja.
Dalam kondisi terjepit secara ekonomi dan
sosial itu mudah sekali diiming-iming don
dibujuk oleh para colo. Mereka dijanjikan
bekerja di kota atau diluar negeri dengan janii
upah yang tinggi. Namun sesungguhnya yang
terjodi adalah penipuan (Kompas, 18-4-2008).
Selanjutnya Suryadi mengatakan baru-baru ini
ada oknum guru yang menawari murid-
muridnya untuk bekerjo daen dijanjikan akan
dibayar dengan dollar AS. Modus melalui
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dijanjikan oknum
guru SMKN jurusan nautika perikanan lout
Sulewesi Selatan yong merekrut siswa dengan
biaya Rp.5 juta - Rp.6,5 juta untuk dipekerjakan
di kapol nelayan, dan ternyoto mereka
dipekerjakan di lain bidang yong dijanjikan
(Kompas,15-5-2008).

Elizaveth Dunlap seloku manager Program
Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM)
Indonesia, mengatakan korban perdagangan
manusia periode maret 2005 hingga Januari
2008 mencapai 3.042 orang yang berasal dari
beberapa provinsi di Indonesia dan
dipekerigkan di beberapa negora, terutama
Malaysia (Kempas, 18-4-2008). Data tersebut
adalah fenomenao gunung es, dan jumlah
korban perdagangan manusia sesungguhnya
fidak diketohui dengan paosti. Hal itu di sebobkan
karepa perdegangon monusia termosuk kasus
kriminal, ilegal, tersembunyi, terorganisasi
dengan ropi sehinggo songat sulit mendapatkon
dafa yong benar-benar valid, ujor Deputi Bidang
Perlindungan Anok Kementerian Negoro
Pemberdayaan Perempuan, Surjadi Soeparman.

Perhation pemerintah untuk memberantas
perdagangan manusia cukup besor, ferbukt
dengaon dikeluarkannya “Rencana Aksi Nasional
Penghapuson Perdogangan Perempuan don
Anck” (RAN-P3A] melalui surat keputusan
Presiden Republik Indonesic Nomor 88 tchun
2002. Kemudion difetopkon Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 tohun 2002
tentang Pedindungan anak, yong isinya aniara
lain menentukan lorangan memperdagangkan,
menjual, atow menculik anak untuk din sendin
atau untuk dijual. Akhir-akhir ini telah disahkan
Undang-Undang Republik Indonesic Nomor 21
tahun 2007 tentang pemberantasan tindak
pidana perdagengan orang, sebogai

Perduagangan Perenpugn dan Ansk  (Abn Hangfah)

perwujudan komitmen Indonesia untuk
melaksanakan protokel PBB tentang mencegah,
memberantas dan menghukum tindak pidana
perdagangan orang, khususnya perempuan
don anak (Protokol Palermo) yang telah
ditandatangani Pemerintah Indonesia (lihat
Muh,2005; dan penjelasan UU Bl No.21 Tahun
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Crang).

Beberapa hasil penelitian (lebih jelas lihat
gambaran umum) menunjukkan bohwa sudah
ada kerjo sama antara pemerintah doerah
dengan beberapa lembaga swadaya
masyarakat {LSM) dalam upaya pencegahan
dan penanggulangan korban tindok pidano
perdagangan perempuan dan anck, Momun
tampaoknya kerja sama fersebut belum cukup
efekiif untuk mengurangi jumlah trafficking.
Faktor utama terjadinya perdagangan manusia,
adaloh karena kemiskinan, pendidikan rendah,
kawin usia dini, dan ketidak taatan terhadop
ajaran agama (Suryadi,Kompas 18-4-2008,
lihat Firdous,004:12). Dan faktor lain yang
dipandang perlu diperhatikan adalah
keterlibatan orangtua dalom kasus per-
dogangan perempuan dan anak.

Memperhatikan hasil-hasil penelitian
menunjukkan adanya keterlibatan orangtua
dalam perdagangan perempuan dan anak,
dan teloh ditetapkannya Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindok Pidana
Perdagangan orang, dimana dalam salah satu
pasalnya yaitu pasal 57 ayat (1) Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan keluarga
wajib mencegch terjadinya tindak pidana
perdagangan orang. Dengon demikion berarti
orangtua atau keluarga berkewajiban
mencegoh terjodinya perdagangan manusia.

B. Rumusan Masalch

Mencermafi uraion poda latar belgkang
masaloh digtas, pokok permasalahan dalom
kajian ini, ialah :* Bagaimano upaoya
pencegahan tindak pidana perdagangan
perempuan dan anak”? Berpedoman poda
pokok permasalahan tersebut dijabarkan dalam
bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut :
1. Apac soja yang menjadi faktor penyebab

terjadinya tindok pidana perdagangon

perempuaon dan anak di Indonesia?
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2. Baogaimana peran pemerintah dan
Lembaga Swodaya Masyarakat (LSM)
dalam pencegahan dan penanggulangan
tindak pidano perdagangan perempuan
dan anak?

C. Tujuan Pengkajion

Pengkaijian ini bertujuan: (1) diketchuinya
faktor penyebaob meningkatnya kasus
perdagangan perempuan dan anak di
Indonesia; dan (2) diketahuinya peran
pemerintah dan LSM dalam upaya pencegahan
dan penanggulangan tindak pidana per-
dagangan perempuan dan anak.

Hasil pengkajian diharapkan dapat
memberi masukan sebagai sumbang saran,
terutama terhadap unit terkait di lingkungan
Departemen Sosial maupun pihak-pihak lainnya
yang mempunyai wewenang untuk mencegah
dan menanggulangi tindak pidana per-
dogangan manusia terutama perempuan dan
anak.

D. Metode Pengkajian

Jenis kajian ini adalah deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Pengumpulan bahan
memanfoatkan data sekunder, yaitu : (1)
referensi yong berkaitan dengan kebijakan
pemerintach daolom upaya pencegahan den
penanggulangan tindak pidono perdagangan
perempuan dan anak; {2) artikel mengenai
findak pidana perdagongan perempuan dan
anak yang dimuat di media massa, khususnya
koran kompas edisi tahun 2008; dan (3)
beberapa hasil penelition yang berkaitan
dengan masaloh frafficking yang dilaksanakan
oleh pusot studi kependudukan dan kebijakan
universitas Gajah Mada Yogyakarta kerjasama
dengan Ford Foundation periode tahun 2004-
2005. Sebagai dasar pertimbangan digunakan
beberapa artikel dan hasil-hasil penelitian
tersebut, karena dapat diperoleh informasi
mengenai faktor penyebab dan sejauhmana
upaya pemerintah dan LSM untuk mencegah
findak pidana perdagangan orang/manusio.
Data dan informasi yong telah terkumpul,

kemudian dikategorisasi, dianalisis dan-

diinterpretasikan secara deskriptif.
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I, TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perdagongan Orang/
Manusia

Dalam Undang-Undang Republik Indo-
nesic Nomor 21 tohun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang, pada ketentuan umum disebut bahwa:
Perdagangan crang adalah tindakon perekrufan,
pengangkutan, penampungan, pengiriman,
pemindahan afau penerimaan seseorang dengan
ancaman kekerasan, penggunaan kekerosan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
penjeratan utang afou memberi boyaran atau
manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
orang yang memegong kendcli atas orang lain
tersebut, baik yang dilakukan dalom negara
maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi
atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Eksploitasi adelah findekan dengan ofau tanpa
persetujuan korbon yang meliput, tidok terbatas
pada pelacuran, kerja otou pelayanan paksa,
perbudakan cfou prakiik serupo perbudakan,
penindasan, pemerasan pemanfaatan fisik,
seksual, organ reproduksi ofau secara melawan
hukum memindahkan afau meniransplantasi
organ dan afou jaringan tubuh atau me-
manfaotkan fenage afau kemampuan seseorang
oleh pihak lain untuk mendapatkan keunfungan
baik materiil moupun immateril. Sedangkan
eksploitasi seksual edalah bentuk pemanfoatan
organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari
korban untuk mendapatkan keuntungan,
termasuk tefapi tidak terbotos pada semua
kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Penjelasan Undaong-Undang Republik
Indenesia Nomor 21 tghun 2007 tentang
pemberantasan tindak pidana perdegangan
orang disebutkan bahwa perempuan dan anak
adalah kelompok yang paling banyak menjadi
korban tindak pidana perdagangan orang, dan
hal itu telch meluas dalam bentuk jaringan
kejchatan baik secara terorganisasi maupun
tidak terorganisasi. Dengan penjelasan tersebut
berarti perdagangan perempuan dan anak
termasuk dalam definisi perdagangan crang.



Mencermati pengertion perdagangan or-
ang sebagaimana yang teloh dipaparkan
diatas, setidaknya harus mencakup 3 {tiga) unsur
pokok sehingga suctu perbucton dapat
dikategorikan sebogei perdagangan manusia
yaitu :proses, cara, dan tujuan. Untuk lebih
ielasnya dapat disimak tabel dibawah ini ;

Perdagangan Perempruin dan Anok  (Abu Hanifah)

Kelima jenis perdagangan anak yang
dikemukakan oleh Irwanto diatas, tidak termasuk
kosus odopsi dan konsumsi pengidap
poedofilia. Sedangkan kedua kasus tersebut
termasuk jenis atau bentuk tindok pidana
perdagangan orang di Indonesia yang perlu
mendapat perhatian. Terlepas dari kedua hal

Tabel 1
Alternafif Proses, Cara don Tujuan Perdagangan Manusia
| Proses Cara Tujuan L]
1. Perekrutan 1. Ancaman 1. Prostitusi
2. Pengiriman 2. Pemaksoan 2. Pornogrofi
3. Pemindohan | 3. Penculikan 3. Kekernsan/Eksploitasi
4. Penampungan | 4. Penipuan 4. Kerjo Paksa
| 5. Penerimaan 5. Kecurangan 5. Perbudakan/Praktek Serupa
6. Kebohongaon
7. Penyclahgunaan kekuasaan

Ketiga unsur pokok tersebut di atas bersifat
saling terkait, cpabila salah satu faktor dari
ketiga kategori tersebut terpenuhi, makao
terjadiloh perdagangan manusia. Artinya,
persetujuan dari kor?mn tidak lagi relevan
apabila salah satu cara yang tercantum diatas
digunoken. Uniuk kasus perdagangan anak,
tidak berlaku syarat persetujuan, sebab banyak
kasus perdagangan yang menimpo anak
masuk dalam kategori pemaksaan dengan
tanpa persetujuan (lihat Nuhm 2005:26).

Irwanto, dkk (dalom Sofian,dkk,2004:12)
mencaiat sedikitnya terdapat lima jenis
perdagangan onak yang dijumpai di Indone-
sia, yaitu : (1} perdagangan anak untuk tujuan
pelacuran; (2) perdagangan anak untuk
dijadikan pembantu rumah tangga; (3)
perdagangan anak uniuk dijadikan pengemis;
(4) perdongan anak untuk dipekerjakan pada
tempet tempat berbahaya jermal ; dan (5).
Perdagangan anok untuk jadikan pengedar
narkoba . selanjutnya Sofian mengatakan
bahwa kanior Menteri negara Pemberdayaan
perempuan, mengidentifikasikan sedikitnya
sebelas bentuk perdagangon anak dan
pereampuan, yaitu : (1) pekerjo seksual komersial;
(2} buruh migran; (3} buruh murch; (4) pekeria
domestik (PRT); (5} Pengemis; (6) pengedar
narkoba; (7) pekerja di tempat hiburan; (8)
konsumsi pengidop poedofilio; (9) pengantin
pesanan; (10} adopsi; dan (11) pemindahan
argan tubuh.

tersebut, dan sesuai dengan judul dari tulisan
ini” Perdagangan perempuan dan Anak”,
maka bentuk perdagangan anak dan
perempuan mengacu pada hasil identifikasi
dari kantor Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan sebagaimana yang telah
dikemukakan di atas.

Ketentuan mengenai larangan per-
dogangon orang/manusia pada dosarnya
telah diatur dalom kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), terutama pasal 297.
Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia
MNomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan
anak menentukan larangan memper-
dagangkan, menjual, atau menculik anak untuk
diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan
KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak
tersebut tidak merumuskan pengertian
perdogongon manusia yang tegas secara
hukum. Oleh karena itu, diperlukan undang-
undang khusus tentang tindak pidana
perdagangan manusia yang mampu
menyedickan landasan hukum material dan
formal. Dengan daser itu ditetapkan Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun
2007 tentang pemberantasan tindak pidana
perdagangan orang. Ini merupakan wujud dari
kepedulian/perhatian pemerintah Indonesia
terhadap meningkatniya kasus perdagangan
manusia, terutama perempuan dan anak.
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Untuk mencegah meningkatnya tindak
pidana perdagangaon crang tidak hanya cukup
dengan ditetapkannya Undang-Undang
Republik Indonesia Momor 21 tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, akan tetapi perlu diketahui
faktor penyebab terjadinya kasus perdagangan
orang tersebut. Beberapa hasil penelitian yang
berkaitan dengan perdagangan orang yang
dilaksanakan oleh Pusat Studi Kependudukan
dan Kebijakan Universitas Gadjoh Mada
Yogyakarta kerjo sama dengan Ferd Foundo-
tion pada tahun 2004 dan 2005, dapat
dikemukakan bahwa faktor utama yang
memicu terjadinya tindak pidana perdagangan
perempuan dan anak adalah kemiskinan.
Kondisi ini berdompak pada rendahnya tingkat
pendidikan keluarga, karena tidak mampu
menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang
pendidikan yong lebih tinggi. Di samping itu,
sosial kentrol keluarga dalam arti pengawasan
keluarga terhadap anak, juga menjadi rendah
disebabkan kesibukannya orangtua mencari
nafkah di luar rumah. Untuk keluar dari kondisi
yang memprihatinkan ini tidak jarang orangtua
tanpa sadar melakukan tindakan yang
menyimpang daori nilai-nilai agama, sepert
adanya keterlibatan orangtua dalam tindak
pidana perdagangan perempuan dan anak
mereka sendiri, Berdasar pada kenyataan ini,
maka solusi yong ditawarkan adalah
“Pencegahan Perdagangan Perempuan dan
Anak Melalui Pemberdayaan Sosial Keluarga”.

B. Pengertion Pemberdoyaan
Keluarga

Goode (2007:90) menyebutkan keluarga
inti terdiri dari suami, istri don anak-anck
mereka. Istilah keluarga inti dalam ilmu
Antropologi biasa disebut dengan keluarga
batih, Somah, umpi dan sebagainya. Keluarga
batih atau keluarga inti ini di negara-negara
barat disebut dengan istilah nuclear family.
Beberapa keluarga batih, biasanya terdiri dari
tiga atau empat kelompok hidup bersama dan
terikat dalom keluorga besar disebut dengan

istilah extended family.

Dalam makalah yang berjudul “Kebijakan
dan Strategi Pemberdoyaan Peran Keluarga”
yang disampaikan oleh Drs. Hadi Carito selaku
Direktur Pemberdayoan Peran Keluarga Dalam
Ropat koordinasi pada tanggal 10 Juni 2004

Lh
=

di Cawang Jokorta, terdapat beberapa pointer
mengenai pengertian yong berkaitan dengan
pemberdayaan keluarga. Pada pointer (3)
disebutkan pengertion pemberdayaan adaloh
proses penguatan kemampuan (fisik, mental,
sosial, dan ekonomi) yong oda poda per-
seorangan, keluargao, kelompok, aotau
komunitas yang tujuannya adalah mewujudkan
kemandirian. Kemandirian ini dikembangkan
melalui penyadaran, pemampuan, pelibatan
(partisipasi) pendampingan, pemihakan,
pembelaan dan pembentukan jaringan kerja.
Pada Pointer (4) peran dopat diartikan sebagai
pola sikap dan perilaku yang harus ditampilkan
sesuai dengan kedudukannya. Selanjutnya
pada pointer (5) pemberdayaan keluarga
adalah upaya meningkatkan pemahaman
kesadaran dan kemampuan keluarga dalam
mendayagunakan potensi fisik, mental, sosial
don ekonomi yang dimiliki,sehingga mampu
mandiri dalam melcksanckan fungsi dan peran
keluarga secara optimal, serta menjalin
hubungan yang harmonis antar sesama
anggota keluarga dan dengan lingkungannya.
Kemudian pada pointer (6) pemberdayaan
peran keluarga adalah sebagai uvpaya
meningkatkan kemampuan dan motivasi
keluarga dalam mendayagunckan potensi fisik,
mental, sosial, dan ekenomi yang dimiliki
keluarga, sehingga diharapkan keluarga dapat
melaksanokan fungsi dan peran keluarga
secara optimal serta menjalin hubungan yang
harmeonis antara keluarga dan lingkungannya.
Pada pointer (7) fungsi-fungsi keluarga
adalah antara lain: reproduksi; keagamaan;
pendidikan; sosial; budaya; kasih sayang;
reaktif; perlindungon; ekonomi; sosialisasi;
pembinaan lingkungan; kontrol sosial;
tanggungjawab sosial dalom turut menota dan
memelihara lingkungan kehidupan yang
kondusif.

Pemberdayaan sosial keluarga, yaitu
kegiotan yang diarohkan untuk mendaya-
gunakan potensi keluarga dan lingkungannya
guna meningkotkan keberfungsian keluarga
serta tanggungjawab sosial keluargg, sehingga
terjalin interaksi sosial saling menguntungkan
antara keluarga dan komunites lingkungannya
untuk memperkuat ketahanan sosial keluarga
(lihat kebijokon dan strotegi pemberdayaan
peran keluarge 2004:13). Dalam pola
pemberdayean kesejahteraan sosial (2003:22)



pemberdayocn sosial peran keluarga bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan dan
ketahanan sosial keluarga sebagai unit sosial
terkecil dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Dan beberapa pengertian yang berkaitan
dengan pemberdayaan sosial keluarga di atas,
dapat dikemukakan bahwa tujuan pem-
berdayaan sosial keluarga adalah untuk
meningkatkan kesejohteraan dan ketahanan
sosial keluarga sebagai unit terkecil dalam
kehidupan masyarakat.

Hi. GAMBARAN UMUM

Pado latar belokang masalah telah
disinggung mengenai jumlah korban per-
dagangan manusia di Indonesia periode Maret
2005 hingga Jonuari 2008 mencopoi 3.042
orang. Dari jumlah tersebut dopat dirinci
menurut jenis korban, daerch asal,dan daerah
tujuan mereka dikirim atau dipekerjakan. Hal
itu dapat kita simak melalyi beberapa tabel
berikut:

Tabel 2

Jumlah Korbon Perdagongaon Manusio dirinci
Menurut Jenisnya

Periode Maret 2005 - Januan 2008

Mo | JenisKerban | Jumlah
R
H Bay Perempuan | 5§ 0,16
2 | Anck Perempuan 651 21,40
3 Anak Loki-laki ‘ 134 4,41
4 | Perempuon 2.048 | 67,33
5 | Dewaso | 204 &,71
L | Pdo Dewosa B
' Jumlah | 3.042 | 100.00 |

Sebogion besor korban tindak pidana
perdogongon manusio adalah perempuan
dewasa sebanyok 67,33 persen dan anok
perempuan 21,40 persen. Sedangkan laki-laki
dewasa dan onck loki-laki hanya 6,70 persen
don 4,41 persen Mereka berasal dari beberapa
provinst di Indenesic. Hal ini dopai dilihat pada
tabel berikut
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Tabel 3
Jumlah Korbaon Perdagangan Manusia Menurut
Doerah asal
Periode Maret 2005- Jonuari 2008
[ Me Provinsi Jumlah
i F %
1 | Kalimantan Barat 707 23,24
| 2 | Jowo Borat H29 20,68
3 | Jowa Timur 370 12,14
4 | Jowa Tengah 319 10,47
5 | Musa Tenggaro Borat 212 &,97
| & | Sumatera Utara 207 6,81
| 7 | Lampung 150 | 4,93
8 | Musa Tenggera Timur 118 3,88
9 | Sumatera Selatan &5 214
10 | Banten &4 2,10
11 | Sulowesi Selatan 46 1,51
12 | DKI Jakarta 42 1,38
| 13 | Lain-lain 1133 | 3,71
L1 Jumlah | 3.042 |100.00
Sumber : Kompos 18 April 2008

Korban tindak Pidana perdagangan
manusia, terutoma perempuan dan anak
berasal dari 12 provinsi. Jumlah korban yang
terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan
Barat dan Jowa Barat, masing-masing sebesar
23,24 persen.dan 20,68 persen. Kemudian
disusul oleh Provinsi Jawa Timur don Jawa
Tengah, masing-masing 12,16 persen dan
10,49 persen. Sedangkan provinsi lainnya
masing-masing dibawah 7 persen, dan Provinsi
DKI Jakarta hanya 1,38 persen. Para Korban
dikirim ke berbagai negara, dan untuk
mengefchuinya secara jelas dopat disimak tabel
berikut :

Tabel 4

Jumlah Korban Perdagangon Monusia dikirim
ke beberopo negara
Periode Maret 2005 Jonuari 2008

Mo Provinsi __Jumlah
1 | Malaysia 2.305 | 78,77
2?2 | Indonesia 587 19,30
3 | Arab Saudi 49 1,61
4 | Singopura 28 0,92
5 |lepang 27 0,89
& | Surigh 11 0,34
7| Kuwait 10 0,33
8 | Taiwan & 0,20
9 | lrak 4 0,3
10 | Lain-Lain 10 0,49
| | Jumlah 3.042 |100.00

Sumbar : Kom pos 18 April 2008
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Sebagian besar atau 75,77 persen korban
findok pidana perdagangan perempuan dan
anak dikirim ke Mtﬁnysiu. Sebanyck 19,30
persen dikiim ke berbagai provinsi di Indone-
sia. Sedangkan ke negara-negara lain, yaitu :
Arab Soudi; Singapura; Jepang; Surich; Kuwait;
Taiwan dan Irak persentasenya relatif kecil rata-
rata dibawah satu persen.

Menyimak kosus-kasus tindak pidana
perdagangan manusio periode tahun
2004-2008 (Kompas, 18/4/2008) dapat
dikemukakon sebogei berikut : Pado tanggal
11 Juni tahun 2004, terungkap kasus penjualan
bayi-bayi dari Indonesia ke Singopura, Untuk
mendapat bayi-bayi dari Indonesia, para
peminat harus membayar 30-35 juta rupiah.
Pembayaran dilakukan setelah terbit surat adopsi
yang sah. Pada tanggal 26 Desember tahun
2005, Maijelis Hokim Pengadilan Tinggi
Tangerang menghukum pelaku perdagangan
anak berkedok adopsi. Dan Pada tanggal 27
Juni 2007, Kepolisian Kota Surabaya meringkus
otak komplotan perdagangan bayi.

Beberopa kasus tindak pidana per-
dagongan perempuan karena tertipu dan
akhimya dijerumuskan ke dunia peloacuran di
Malaysia, antara lain: pada tanggal 25 Juni
tahun 2004, dua dari tigo perempuan yang
berasal dori Kalimantan Barat di Pulangkan
dari Malaysia, mengaku menjadi korban
perdagangan manusia. Mereka dijanjikan akan
dipekerjakan sebagai buruh pabrik di Malay-
sio, ternyata dijerumuskan menjadi pekeric seks
komersiol di Kuala Lumpur. Pado tanggal 7
November 2005, pihak Polda Meiro Jaya
berhasil menangkap cknum perdagangan
wanita untuk menjadi pekerja seks komersial di
Serawak. Pada bulan Mei dan Agustus tahun
2007, Polri ungkap sindikot perdagangon
perempuan untuk menjadi PSK di Malaysia.

Kasus-kosus perdogangan perempuan
yang berasal dari beberapa provinsi dan
dikirim ke provinsi lain dalam wilayah Indone-
sig, yoitu pada bulan September dan Desember
2006, terbongkar perdagongan perempuan
berkedok tenaga kerja dari Jawa Barat ke dunia
prostitusi di lokasi Sambung Giri di Bangka. Pada
tanggal 23 Januari 2007, sebanyak 327 TKW
berusia di baweh 18 tahun berasal dari Nusa
Tenggare Timar dijadikan PSK di Papua.
Kemudian pada tanggal 15 Januari 2008,
terungkap sebanyok 16 perempuan menjadi

pemijat don pekerja seks di Panti Pijat di Kelapo
Gading Jakarta Utara.

Sementara itu dari Kalimantan Barat
seringkali bermigrasi ke Taiwdan dan Hongkong
dalam bentuk kawin kontrak. Tak jorang mereka
dijerumuskan ke lembah prostitusi dan kerja ijon
(Kompas, 18/4/2008).

Di kalongan akademisi telah menunjukkan
perhatiannya terhadap kasus perdagangan
manusia dengan cara melakukan penelitian di
beberapa provinsi. Pusat Studi Kependudukan
dan Kebijokan Universitas Gadjoh Mada
Yogyckarta bekerja sama dengan Ford Foun-
dation, telah melakukon beberapa penelitian
yang berkaiton dengan pedogangan manusia
antara lain: Jejaring Anti Trafticking oleh
Meohamad Nuh; Utang Selilit Pinggang (sistem
ijon dalom perdogangan anak perempuan)
yang dilaksanakan oleh Johanna Debora
Imelda, dkk; Respons LSM terhadap
Perdagangan Anck Perempuan oleh Firdous;
menggagas Model Penanganan Perdagangan
Anak oleh Ahmad Sofian, dkk; Paedofilia di Bali
dilakukan oleh Rohman dkk.)

Penelitian tentang “Jejaring Anti Trafficking”
yang dilaksanckan oleh Mohamad Nuh pada
tahun 2005 di Kota Bandung — Provinsi Jawa
Barat, menunjukkan adanya kerjosama antara
Pemerintah Koto Bandung dengon beberapa
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam
upaya pencegahan dan penanggulangan
kasus findak pidana perdagangan perempuan
dan anak, Nemun kerjgsama tersebut
tampaknya belum cukup efektif untuk
mengurangi jumlah korban trafficking.
Kemudion penelitian yang berjudul * Utang selilit
pinggang” dalam kaitannya dengan sistem ijon
dalom perdagangan perempuan yang
dilakukan oleh Johanna Debora Imelda pada
tahun 2004 di Jakarta Utara, menunjukkan
bahwa terdapat figa aktor utama yang berperan
mengembangkan dan mempertahankan sistem
ijon dalam perdagangan anak perempuan,
yaitu orangtua don kerabat para gadis, para
bos di Jakarta dan para colo di kampung serta
pejabat lokal (kampung].

Penelitian yang dilakukan oleh Firdous
pada tahun 2004 di Surcbaoya, dengan judul
“Respons LSM terhadop perdagangon anck
perempuan”, menunjukkan bahwa penanganan
tindak pidana perdagangan anak perempuan
di Surabayc belum berjalon secara efekiif.



Modus operandi perdagongon anak
perempuan dilakukan dengan caro penipuan
bermotif mencari pekerjoan yang akhirnya
menjerumuskan mereka ke lokasi pelacuran.
Kemudian penelitian yang dilaksanakan oleh
Ahmad Sofian di Provinsi Sumatera Utara pada
tahun 2004 yang berjudul : “Menggagas
Model Penanganan Perdagangan Anak”,
menunjukkan bohwa fenomena perdagangan
anak untuk pelacuran masih dianggap sebagai
hal baru, dan kebijokan-kebijokan yang diambil
pemerintah masih bersifat umum, yaitu dikaitkan
dengan kebijokan tentang pelacuron atau pro-
gram untuk wanita tuna susila, Institusi yang
sudah mengambil tindakan konkret pada
masalah perdagangon anak terbatas di
kalangan LSM dan Kepolisian Sumatera Utara.
Selanjutnya penelitian tentang “Poedofilia di
Bali" yang dilaksanakan oleh Rohman dan
Andrea Rasy Starinne pada tahun 2005 di Bali,
menyatakan bahwa selama kurun waktu 1996-
2004 terdopat paedofil yang berasal dari
Amerika, Australia, Inggris, Jerman, Perancis dan
Belanda yang beroperasi di Bali. Dalam
menjalankan operasi mereka, anak yang
diperdagangkon biasanya ditujukan untuk
konsumsi sesama poedofil atau untuk
dipekerjckan di pelacuron, bar dan restoran.
Untuk merekrut korban, paedofil menggunakan
sejumlch motif antara lain berperan sebagai
Bopak Angket, berpacaran, perkawinan dan
bantuon ekonomi.

Analisis dalom pengkajian ini difokuskan
pada (1) fakior penyebab terjodinya tindak
pidano perdagongan perempuan dan anak;
don (2) pencegahan dan penanggulangan
tindak pidanc perdagangan perempuan dan
anak oleh Pemerintoh dan lembaga Swadaya
Masyarckat {L5M). Kemudian digjukan suatu
solusi pencegahon perdagangon perempuan
dan anck melclui pemberdayaan sosial
keluarga.

IV. FAKTOR PENYEBAB

Sebagaimana yong telah dikemukakan
pada pendahuluan bohwa foktor utama yang
menyebabkon terjodinya perdagangan
perempuan dan anck, adalah karena:
kemiskinan, pendidikan rendah, kawin usia dini;
dan ketidakicatan terhadap ajaran agama.
Faktor-faktor penyebab tersebut merupakan
akar permasalchan terjadinya kasus tindak
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pidana perdagangan perempuan dan anak.
Untuk mencegah meluas dan meningkatnya
kasus perdagangan perempuan dan anak,
maka akar permasalahannya perlu dihilangkan
dan alternatif untuk menghilangkannya melalui
pemberdayaan sosial keluarga. Keempat faktor
penyebab fersebut akan diuraikan satu persatu
sebagai berikut:

A. Kemiskinan

Tingkat ekonemi yang rendah seringkali
menjadi sumber munculnya sejumlah masalah
sosial, antara lain semakin banyok jumlah
pengemis don anak-anak terlantar. Tidak jerang
kemiskinan menjadi pangkal bagi munculnya
disharmoni keluarga, termasuk di dalamnya
muncul prakfik perdagangan anaok perempuan
untuk tujuan pelacuran (Firdous, 2004:12).
Kemiskinan dianggap sebagai faktor penting
yang menjadi penyebab terjadinya per-
dagangan perempuan dan anak. Penduduk
miskin tidak hanya memiliki keterbatasan
pilihan-pilihan untuk mencari sumber
penghidupan, tetapi mereko juga hanyo
memiliki sebagian kekuvasaan sosial untuk
mengontrol kondisi lingkungan yang menekan
dirinya. Keinginan untuk memperbaiki kondisi
yang demikian seringkali membuat banyak
perempuan memilih untuk melakukan migrasi.
Karena ketidaktahuan informasi tentang doerch
tujuan dan keinginan untuk memperbaiki nasib,
mereka justru menghadapi risike untuk
diperdagangkan.

Penelitian yang berjudul “utang selilit
pinggang-Sistem ijon dalam pedagangan anak
perempuan” yang dilokukan oleh Johanna
Debora Imelda dkk pada tahun 2004 di Jakarta
Utara, dapot dikemukakan bahwa responden
sebanyak 50 orang anak perempuan yang
berumur 13 s.d. 18 tahun sebagian besar atau
76 persen berasal dari Indramayu. Pekerjaan
orangtua mereka sebagion besar adalah buruh
tani (53,7%) dengan jumlah tanggungan rata-
rata 4-6 orang. Dengan demikian dopaot
disimpulkan bohwa mereka berasal dari
keluarga miskin.

Untuk menghilangkan faktor penyebab
sebagai akar permasalahan yang memicu
terjadinya tindok pidano perdagangan
perempuan dan anak, maka terhadap keluarge
yang demikian perlu ditingkatken kondisi
ekonomi mereka dengan memberi bantuan
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serta bimbingan peningkatan uscha ekonomi
produktif.

B. Pendidikon rendah

Tingkat pendidikan yang rendah, juga
menjodi salah satu faktor yong dapat
menjerumuskan anak perempuan ke dalam
praktik perdagangan manusia. Ini dapat
dipahami mengingat dalam komunitas yang
mengedepankan nilai-nilai patriarki, anak
perempuan ditempatkan sebagai warga kelos
dua, dan anak laki-laki yang divtamakan untuk
mendapat pendidikan yang lebih tinggi (lihat
Firdous, 2004:13). Dengan pendidikan yang
rendah mudah sekali ditipu cleh para cale yang
menjanijikan pekerjaan yang "baik” dengan gaiji
yang besar, namun sesungguhnya suatu trik
tipuan untuk dipekerjakan di tempat atau lokasi
pelacuran. Contoh kasus tindak pidana
perdagangan perempuan karena tertipu, dan
akhirnya dijerumuskan ke dunia pelacuran di
Malaysia antara lain : pada tanggal 25 Juni
tahun 2004, dua dari tiga perempuan yang
berasal dari Kalimantan barat di pulangkan
dari Malaysia, mengaku menjadi korban
perdogangan manusia. Mereka menjanjikan
akan dipekerjokan sebagai buruh pabrik di
Malaysia, ternyata dijerumuskon menjaodi
pekerja seks komersial di Kuala Lumpur.

Untuk mengatasi hal tersebut, melalui
pemberdayaan sosiol keluargo perlu diberi
wewenang terhadap keluarga yang menjadi
sasaran pemberdoyaan mengenai hak dan
kewajiban anggota keluarga dan tidok
membedakan jenis kelamin dalam mengikuti
pendidikan. Disamping itu, perlu juga diber
berbagai wawasan mengenai trik-trik penipuan
yang sering digunakan oleh para calon tenaga
kerja di dunia pelacuran.

C. Kawin Usia Dini

Batas minimal usia nikah dalam Undang-
Undang Perkawinan sebagaimana dinyatakan
dalam pasal 7 ayat (1) adalah 19 tchun bagi
laki-loki dan 16 tahun bagi perempuan (Mulia,
2007 :140). Selanjutnya Mulia mengutip hasil
penelitian yang dilaksanakan oleh UIN Jakarta
{2000) mengungkapkan temuan rata-rata usia
ideal perempuan untuk menikah berkisar 19,9
tahun dan loki-laki 23,4 tahun. Kematangan
usio tersebut idealnya berupa akumulasi
kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan
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kejiwaan ogoma dan budaya. Perkawinan
pada usia dini bagi perempuan menimbulkan
berbagai resiko,baik bersifat biclogis seperfi
kerusakan organ reproduksi, kehamilan muda,
dan resiko psikolegis berupa ketidekmampuan
mengemban fungsi-fungsi repraduksi dengan
baik. Kehidupan keluarga menuntut adanya
peran dan tanggungjowab yang besar bagi
laki-laki dan perempuan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh
Johanna Debora Imelda dkk di Jakarta
Utara,menunjukkan bohwa responden
sebanyak 50 orang yong berusic 13 s.d. 18
tahun ternyata 12 persen berstatus kawin,
sebesar 22 persen berstatus jonda dan
sebanyak 64 persen belum menikah. Ini berarti
sebanyak 34 persen sistem ijon dalam
perdogangan anak perempuan telah
melokukan kawin usia dini.

Untuk mengatasi hal tersebut, melalui
pemberdoyaan sosial keluarga perlu
disosialisasiken Undang-Undang Perkawinan
agar mereka mengetchui resiko yang ckan
dihadapi apobila mereka melaksanakan
pernikahan usia dini.

D. Ketidaktaatan Menurut Ajaran
Agamag

Faktor yang juga penting untuk
menijelaskan persoalan frafficking secara umum
adalah adanya keterlibatan crangtua sebagai
salah satu unsur pelaku trafficking tersebut.
Beberopao studi tentang perdagangan anak
melaporkan bahwa cukup banyak kasus
perdagangan anck melibatkan orangtua. Hasil
studi Firdous tentang "Respons LSM terhadap
Perdagangan Anck di Surabaya”, menegaskan
bahwa fenomena kasus dua orangtua menjadi
germo bagi anaknyo sendini (lihat Firdous,
2004:18-19). Kasus trafficking di kota Bandung
dan Jawa Barat secara umum yang melibatkan
orangtua sebogai pelaku lebih banyaok
disebabkan kondisi ekonomi keluarga yang
kurang mompu (lrwanto,kk,2001 dalam Nuh,
2005:83). Kemudian penelitian yang dilakukan
ILO di Jakarta dan Jawa Timur tentong
perdagangan anak untuk eksploitosi seksual
menunjukkan jaringan perdagangon tersebut
melibatkan berbagai pihak (lihat Imelda,
2004:24). Pertama, dari orang-orang terdekat
korban,seperti orangtua yang mempersiapkan
anak-anaknyo, boik secara sesial, psikologis,



maupun spiritual, saudara atau tetangga yang
biosanya berperan sebagoi mata-mata untuk
menyeleksi anak-anak yong dapat direkrut.
Kedua, calo yang berperan sebagai mediator
dalam bisnis seksual. Ketiga, tokoh formal
maupun informal yang memperlancar sistem
kerjo bisnis seksual tersebut. Keempat, adalah
mucikari yang bertonggungjowaob terhadap
fasilitas yang memungkinkan terjadinya
tranksaksi seksual antara korban dan pemakai.

V. PENCEGAHAN PERDAGANGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

A. Peran Pemerintah

Hasil penelitian Mohamad Nuh (2005:86-
87) di Kota Bandung, mengungkapkan bohwa
respons Pemerintah Kota Bandung terhadap
penanganan atau aksi penghapusan per-
dagangan perempuan dan anck, baru pada
tingkat sosiclisasi pembentukan infrastruktur
kelembagaan yang terkait dengan penanganan
irafficking. Pemerintah kota Bondung telah
menerbitkan Rencana Aksi Daerah Pedindungan
Anck. Dari beberapa kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh Pemerintah kota Bandung
bekerjasama dengan beberapa LSM,
tampoknya belum cukup efektif untuk
mengurangi jumlah korban trafficking.

Intisari hasil penelitian dengan judul
"Menggagos Model Penanganan Per-
dogangan Anak” yang dilakukan oleh Ahmad
Sofian, dkk (2004) di Provinsi Sumatera
Utara,menunjukkan bohwa fenomena per-
dagangan anak untuk pelacuran masih
dianggop sebogai hal baru, make kebijokan-
kebijakan yong ciambil pemerintah daerah
Sumatera Utara masih bersifat umum, yaitu
dikaitkan dengan kebijakan tentang pelacuran
atau progrom uniuk wanita tunasusila. Institusi
yong sudah mengambil tindakan kankret pada
masalah perdagangan anck terbatas di
kalangan LSM dan Kepolisian Daerah
Sumatera Uiara. Di tingkat DPRD, penanganan
dilakukon sebatas pemetaan terhadap besar
masalah.

Intisari hasil penelitian yong berjudul
"Paedofilia di Bali" yang dilaksanakan oleh
Rohman dan Andria Rosy Starinne pada tahun
2005, menunjukkan behwa pemerintah daerah
Bali berikut aparat birokrasi dari tingkat provinsi
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hingga desa cenderung mengambil sikap diam
dan sekedar memantau perkembangan kasus.
Sedangkan hasil penelitian yang berjudul
"Utang Selilit Pinggang” yang dilaksanakan
oleh Johanna Debora Imelda pada tahun 2004
di Jakarta Utara tidak mengungkapkan peran
pemerintah dalam penanganan perdagangan
anak perempuan melalui sistem ijon di Jakarta
Utara.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian
yang berkaitan dengan perdagangan
perempuan dan anak sebagaimana yang telah
dikemukakan diatas, dapat disimpulkan
baohwa peran pemerintah dalam upaya
pemberantasan tindak pidana perdagangan
perempuan dan anok dipandang masih relatif
kecil. Hal itu dapat dimaklumi mengingat acuan
yang digunakan seloma ini adalah KUHP dan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut
tidok merumuskan pengertian perdagangan
manusia yang tegas secara hukum. Diharopkan
dengan ditetapkannya Undang-Undang
Republik Indonesia Momeor 21 tahun 2007
tentang pemberantasan tindak pidana
perdagangan orang, dapat dijadikan acuan
untuk meningkatkan peran pemerintah daolam
upaya pemberantasan tindok pidana
perdagangan manusia, khususnya perempuan
dan anak.

B. Peran Lembega Swadaya
Masyarakat

Lembogo Swaodaya Masyarakat (LSM)
Bina Sejahtera Indonesia (Bahtera) sejak lama
memberi bantuan pendampingon bagi korban
dalam bentuk dampingan sosial, medis dan
psikologis. Disamping itu Bahtera juga telah
melakukan kampanye melawan tindakan
perdagangan anak melalui poster maupun
media lainnya. L5SM lain, misalnya lembaga
Advokasi Hak Anak (LAHA) dan institut
perempuan (P}, di kota Bandung melaksanakan
diskusi publik tentang pentingnya perlindungan
hukum bagi perempuan dan anok korban
trafficking secara bersama-sama. Diskusi publik
yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan
ruang bagi pembahasan mengenai pentingnya
perlindungan bagi perempuan dan anak
korban trafficking dari berbagai perspektif don
vpaya membangun kesadaran mengenai
persoalan trafficking sebagai perscalan yang
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sangat mendesak untuk segera ditangani.

Sofian dkk (2004:16) menyatakan untuk
mengetahui bentuk atau model kebijakan
penanganan masaloh perdagangan anak di
Provinsi Sumatera utara, menarik untuk melihat
pengalaman LSM Cambodia Women's crisis
center (CWCC) mengambil empat langkah
kebijakan untuk menangani perdagangan
anak, yaitu preventif, proteksi, rehabilitatif dan
reintegratif.

1. langkah Preventif (Pencegahan)

Langkah pencegahan ini merupakan
suatu upaya untuk mencegah agar anak
tidak diperdagangkan atau jatuh ke dunia
pelacuran melalui peningkatan tingkat
kesadaran tentang hok-hak anak, bahaya
eksploitasi seksual ataupun trik yang
dipergunakan oleh pelaku perdagangan
anak. Kegiatan ini diberikan kepada
semua elemen masyarakat dengan cara
memperkuat dan memobilisasi komunitas
lokal untuk memonitor maupun melindungi
anak-anak mereka atau dengan cara
merangsang inisiatif berbasis komunitas
lokal tentang perlindungan.

2. Llongkah Proteksi (Perlindungan)

Cara yang digunakan adalah
melalui peningkatan jaringan hukum atau
penguatan implementasi hukum tersebut.
Langkah perlindungan dapat efektif
apabila terdopat bentuk jominan dan
mekanisme hukum yang berlaku untuk
perlindungan anak dapat terdesiminasi
secara utuh.

3. langkah Rehabililitatif {Pemulihan)

Strategi yang dipilih untuk mengatasi
dompak yong lebih buruk yang diderita
cleh si anak sebagai korban adalah
pembentukan crisis center, layanan
dukungan bagi korban/anak yang
diselomatkan, pemonitoran dan peren-
canaan loyanan, serta pendidikan non
formal dan pelatihan keahlian.

4. langkah Reintegratif (Pengembalian)

Hal yang harus diperhatikan dalam
proses reintegrasi adalah penerimaan
anak dalom keluarga, masyarakat dan
lingkungan sekolah.
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C. Peran Masyarakat

Di samping respons pemerintah dan LSM,
terdapat pula respons dari masyarakat untuk
mencegah semakin meningkatnya per-
dagangan manusia di Indramayu, terutama di
kecamatan Bongas. Rata-rata warga Bongas
tergolong miskin dan berpendidikan rendah.
Animo warga Bongas untuk mengirim anak
perempuan ke luar negeri sangat tinggi begitu
melihat anak tetangga berhasil “menyulap”
rumah orangtuanya menjadi rumah megah dan
mewah, sepulang dari luar negeri. Kondisi
membuat sebagian orangtua tidak menghargai
pendidikan tinggi, kedudukan atau pangkat.
Upaya untuk mengatasi hal itu, pada tohun
2004 Nono dan Syarif membuka SLTP gratis,
bekerjosama dengan organisasi internasional
untuk migrasi (IOM) dan Yayasan Kusuma Buana
di Jakarta. Upaya itu diperkuat dengan
penyuluhan terus menerus dan bekerjasama
dengan comat setempat, apabila tidak bisa
mencegah keinginan orangtua dari anak-anak
yang sedang mencari kerja, mereka berusaha
mencari pekerjaan dengan prosedur yang
sesuai dengan identitas asli. Dengan cara itu
angka perdogangan anakpun turun dari 17
orang pada tahun 2005 menjadi 8 crang pada
tahun 2007 (Kompas 18/4/2008).

D. Pemberdayaan Sosial Keluarga

Pemberdayaan sosial keluarga merupakan
suatu tawaran sebagai solusi pencegahan
perdogangan perempuan dan anak. Tujuan
pemberdayoan sosial keluarga adalah untuk
mewujudkan kesejohteraan don ketahanan
sosial keluarga sebagai unit terkecil dalam
kehidupan masyarakat.

Ketahanaon sosial keluarga merupakan
unsur penting dalam pencegahan dan
penanganan berbagai permasalahan sosial.
Posisi strategis ini hanya akan dapat diwujudkan
apabila keluarga mompu melaksanakan fungsi
dan perannya secara serasi dalom kehidupan
keluarga daon sebagai unsur oktif parisipatif
dalam upaya pembinaan lingkungan sesial
yang tentram dan sejahtera (Pola Cperasional
Pemberdoycaon 5Sosial Peran Keluarga,

2003:21).

Pada kenyataannya jumlah keluarga yang
mengalami ketidokberdayaan makin besar
seiring dengan makin lemahnya kemampuan



dalam menjalankan fungsi dan perannya.
Ketidakberdayoan ini akan menjadi pemicu
terhadap makin lemahnya ketahanan keluarga
" dan masyarokat. Lemahnya ketohanan keluarga
dopat menyebabkan timbulnya berbagoai
masalah dalem keluarga, seperti terjadinya
disharmoni dalam keluarga, kurang berjolannya
sosial kontrol atau pengawasan sosial,
terhambatnya fungsi sosialisasi,semakin
berkurangnya fungsi perlindungan dan tfidak
jarang terjadi periloku yang menyimpang dari
nilai-nilai agama. Keondisi keluarga yang
demikian akan mempermudah terjodinya tindak
pidana perdagangan perempuan dan anak.
Qleh karena itu untuk mencegah terjadinya
korban tindok pidana perdagangon
perempuan dan anak,perlu ditingkatkan
ketahanan sosial keluarga melalui
pemberdayaan.

Pemberdoyaan kehidupan keluarga dan
lingkungan sosial merupakan salah satu aspek
pembinaan keluarga yang mengupayakan
keluarga mampu berfungsi secara efektif dan
sebagai penangkal utama terhadap pengaruh
nilgi-nilai budaya asing yang tidak sesuai
dengan kepribadian bangsa. Tujuan pem-
berdayoan sosial keluarga adalah mening-
katkan kemampuan, motivasi dan peran
keluaraa dalom mencegah dan memecahkan
masaclah sosicl. Adapun tujuan khususnya, yaitu:
{1) meningkatkan kemampuan setiap anggota
keluargo dolom meloksanakan peran yang
sesual dengon kedudukannya, sehingga fungsi
don peron keluargo daopat terloksona secara
optimel; [2) meningkatnya kemampuan
k=loma dolom mengatasi masaloh keluarga
moupun dolom memenuhi kebutuhan dasar
bogi angaotonyo; {3) terjadinya interaksi sosial
yang okrob don saling mendukung ontor
keluaorge moupun dengan komunitas ling-
kungonnya; {4) ferwujudnya suasana kehidupan
keluarge yong hormonis, sehingga proses
pembentukon kepribodion don tumbuh
kembang enok dapat berjolan dengan baik;
dan {5) meningkoinya keichanon sosial

, #enstoma dolom menangkal dompak

doni arus informosi, indusinalisasi dan

globalisasi, serio mencegeh masalah-masalah

yong dihadopi kelvorgo secarac mandiri

bersama komunitasnya fliha? kebijokon sirategi
pemberdayoon peran keluarga, 2004:6).

Mencesmaf fujuan khusus pemberdayoon
sosial keluorgo diaias, berorii pemberdayaan

Perdagangan Perempuan dan Amak  (Abu Hadfish)

merupakan upaya melakukan perubahan atau
peningkatan dari yang tidak atau kurang
berdaya menjadi berdaya. Hal ini sesuai
dengan apo yang dikemukakan oleh Sulistiati
(2004:28) dalam makalahnya yang berjudul
“Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan
Sosial”, yaitu : bogi seorang pelaku perubahan
apa yang dilakukan terhadop klien baik
perorangan, keluarga, kelompeok, maupun
masyarakat tidak lepas dari upaye
memberdayakon dari keadaan yang tidak atau
kurang berdaya menjadi mempunyai daya
guna mencapai kehidupan yang lebih baik.

Upaya meningkatkan ketahanan sosial
keluarga digunckan pendekatan profesi
pekerjaan sosial. Sukoco (2005:26-27)
mengemukakan pekerjoon sosial juga
dinyatakan sebagai suatu profesi pertolongan
manusia (the Human service or helping profes-
sion) yang bertujuan untuk mencegah
permasalahan sosial orang, sehingga mereka
dapat meningkatkan dan memperbaiki
keberfungsian sosial (sociel functioning).
Pengertian social functioning mengarah
kepada cara yang digunaken orang dalom
melaksanakan tugas-tugas kehidupan,
memecchkan permasalahan maupun
memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu,
pembahasan tentang sociol functioning tidak
lepas dari pembohaoson social role (peranan
sosial) dan status sesial orang tersebut di
lingkungannya. Status sosial orang
mencerminkan adanya hok dan kewajiban
yang merupakan cerminan dari norma dan nilai
lingkungon/masyarakat yang diberikan sesuai
dengan statusnya. Untuk itu, orang dituntut dan
diminta oleh lingkungannya melaksanakan hak
dan kewajibannya. Pelaksanaan hak dan
kewaijiban itulah yang dijadikan stander atau
ukuran untuk menentukan apakah orang dapat
berfungsi sosial atau tidak. Jodi sesecrang fidak
berfungsi sosial adalah orang yang tingkah
lakunya tidok sesuai dengan peranan yang
diharap masyarakat berdasarkan status yang
mereka miliki. Intervensi Pekerja Sosial terhadap
klien semacam itu ialah : (1) Meningkatkan
kemampuan dan kemauan klien untuk
memohami norma atau nilai lingkungan
sosialnya; (2) meningkatkan kemampuan dan
kemauan agar klien dapat menyesuaikan diri
dengan lingkungan sosialnya; dan (3)
meningkatkan kemampuan dan kemauan untuk
berintegrasi dengan orang lain.
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Sesuai dengan tujuan khusus pember-

dayaon sosial keluargo sebagaimana yong
telah dikemukakan diatas, hal-hal yang perlu
ditingkatkan agar keluarga mempunyai
ketahanan sosial yaitu:

Ty
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Pelaksanoon Peran Sesuai Kedudukan

Di semua masyarakat, crang hidup
terikat dalam jaringan kewajiban dan hak
kelvorga yong disebut hubungan peran
(role relations). Sesecrang disadarkan
akan adanya hubungan peran tersebut
karena proses sosialisasi yang sudah
berlangsung sejok maso kanak-kanak,
yaitu suatu proses dimana ia belojar
mengetahui apa yang dikehendaki oleh
anggota keluarga lain daripadanya,yong
akhirmya menimbulkan kesadaran tentang
kebenaran yang dikehendaki. Peran
utama ayoh don ibu dalam keluarga
sudah jeles. Sang ibu mulai dengan
pengasuhan anak, menanamkan ikatan
badeniah dan rohaniah yang dekat
karena kepuasan timbal balik. Tuges-
tugas sosial yang berhubungan dengan
hal itu bersifat ekspresif, emosional atau
penggabungan dari kedua itu. la bertugas
menghibur, merawat, mendamaikan
kembali mereka yang berselisih. Sang
ayoh adaloh fokoh pemimpin, mengatur
tenaga kerja untuk produksi, pertentangan
politik atau perang. la harus memecahkan
persoalan-persoalan yang ada di
lingkungan luar, baik sosial atau
jasmaniah. Apabila ayah otou ibu dalam
suatu keluarga tidak dapat melaksanakan
tugas sesuai dengan perannya, berarti
keberfungsian keluarga tersebut lemah
yong mengaokibatkan lemahnya
ketahanan sosial keluarga.

Kondisi keluarga yang demikian
perlu ditingkatkan, don hal itu merupakan
tugas Pekerio Sosial untuk mengadakan
perubahan melalui pembinaan dan
bimbingan untuk menyadarkan keluarge
melaksanakan fungsinya sesuai dengan
tugasnya masing-masing.

Pemenuhan Kebutuhan dasar

Kebutuhan dasar keluarga adalah
sandang, pangan, dan papan aiou
perumahan. Tidak semua keluarga,
terutama kelvarga yong kurang beruntung

dapat memenuhi kebutuhan dasar yang
dimaksud. Qleh karena itu dalom upaya
pemberdayoan sesial keluarga
dipandang perlu diberi bantuan berupa
stimulan usaha ekonomi produktif. Usaha
ini perlu dibina dan diawasi cleh Pekerio
Sosial bekerjasoma dengan unsur lain,
seperti tenaga dari Dinas Perindustrian,
Koperasi dan sebagainya. Dengan
adanya upaya tersebut diharapkan
kondisi keluarga dapat ditingkatkan.

Terjalinnya hubungan akrab antar
keluarge dan lingkungan

Kedudukan utama setiap keluarga
ialah fungsi pengentara pada masyarakat
besar. Sebagei penghubung pribadi
dengan strukiur sosial yang lebih besar.
Hanya melalui keluargaloh masyarakat itu
dapat memperoleh dukungan yang
diperlukan dari pribadi-pribadi.
Sebaliknya keluarga hanya dapat terus
bertahan jika didukung cleh masyarakat
yang lebih luas. Jika masyarakat itu
sebogai suatu sistem kelompok sosial yang
lebih besar mendukung keluarga sebagai
sub sistem yang lebih kecil, otau sebagai
syarat agar keluarga itu dapat bertahan
maka kedua macam sistem ini haruslah
saling berhubungan dalom banyak hal
yang penting.

Sehubungan dengan itu diharapkan
Pekeria Sosial dengan menggunakan
profesi Pekerjaan Sesial dapat membanty
keluarga-keluarga aogar mereka
memahami kendisi dan kenyataan-
kenyataan yang dihadapi keluarga
dengen cara meningkatkan kemampuan,
mengkaitkannyo dengan sistem sumber.

Terwujudnya Keluarga harmanis

Penelitian psikiatrik menekankan
pada kesulitan yang dialami orang-orang
yang pada masa kanak-kancknya hidup
dalam keluargo :"selaput kosong”,
dimana orang-orang meloksanakan
kewajiban resminya satu kepada yang
lain, fetapi fidak memberikan pengertian,
kasih atau dukungan dan fidek menaruh
minat unfuk saling berkomunikasi. Banyak
rumch tangga afou keluarga yang viuh
secara semu mempunyai akibat tidak seha
pada anak-anak. Mereka kurang



menghargai satu dengan yang lain, acuh
tak acuh, tidak menunjukkan kasih sayang
dan hidup rukun. Kendisi keluarga yang
demikian daopot pula disebut dengan
istilah "disharmani Keluarga.

Terhadap keluarga yang demikian
perlu adanya intervensi dari Pekerja Sosial
untuk melokukan perubohan agar
keluarga yang “disharmoni” menjadi
keluarga yang “harmoni” dengan
mencerminkan kasih sayang, hidup rukun
satu sama lainnya yang menjadi ciri suatu
keluarga yang bohagia.

Dengan meningkatnya ke empat
komponen sebagaimana yang telah
dibahas diatas, diharapkan keluarga
dapat melaksanakan fungsi sosialnya
sebagaimana mestinya, sehingga
mempunyai ketohanan sesial yang daopat
menjadi benteng untuk mencegch
timbulnya permasclahan sosial. Keluarga
yang demikian diharapkan dapat
mencegah terjadinya korban tindak
pidana perdogangan perempuan dan
anak.

. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan urgian diatas, dapat ditarik

beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1

Fad

Perdagangan manusia, terutama
perempuan dan anak cukup mem-
prihatinkan. Mereka pada umumnya
berasal dari Propinsi Kalimantan Berat
dan Jawa Barat don sebagian besar atau
75,77 persen dikirim ke Malaysia,
terutama untuk menjadi pekerja seks
komersial.

Fakior utama yang menjadi penyebab
terjodinyc kasus tindak pidana
perdagangan perempuan dan anok
adaloh akibat dari kemiskinan, pendidikan
rendah, kawin usia dini, ketidaktoatan
#=rhodop ojoran agama. Disamping itu,
ha! peniing yang harus diperhatikan
pdonya ketedibatan orang sebagai pelaku
Sesjocieyo frofiicking.

Perdagangan Perearpuan den Amak (Al Famifish)

Respons pemerintah dalam pencegahan
dan penanggulangan tindak pidana
perdagangan perempuan dan anak
masih terbatas poda tingkat sesialisasi dan
penyusunan infrastruktur kelembagoan
yang terkait dengan tindak pidana
perdagangan manusia.

Beberopa Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) telah melakukan upaya pen-
cegchan dan penanggulangan tindak
pidana perdagangan perempuan dan
anak melalui empat langkah kebijokan
yaitu ; preventif, proteksi, rehabilitatif dan
reintegratif.

Upaya pencegahan perdagangan
perempuan dan anak melalui pem-
berdayaan sosial keluarga dengan cara
meningkatkan ketohanan sosial keluarga
yoitu : (o) pelaksanoan peran sesuai
dengan kedudukan; (b) pemenuhan
kebutuhan dasar; (c) terjalinnya hubungan
akrab antara keluarge dengan
lingkunganya dan (d) terwujudnya
keluarga yang harmonis.

Saran

Mengingat faktor utama penyebab
terjadinya kasus tindak pidana
perdagangan perempuan dan aenak
adalah kemiskinan, pendidikan rendah,
kawin usia dini, ketidaktoatan terhadap
ajaran agama, dan tidak sedikit orangtua
ikut terlibat dalom kasus trofficking. Ini
menunjukkan lemahnya ketahanan sosial
keluarga. Disarankan kepada unit terkait
pemberdayaan peran keluarga dapat
meningkatkan peran dan fungsi keluargn
dengan memperhotikan keseimbangan
bantuan yang bersifat ekonomis produkit
dengan pelayanan sosial-psikologis.
Dengan terbitnya Undang-Undang
Republik Indonesia Nomar 21 tentang
pemberantasan tindak pidana per-
dagangan orang, maka disarankan
kepada pemerintah dan pemerintah
doerah membuat kebijakan, program,
kegiatan, dan mengalokasikan anggaran
untuk melaksanakan pencegohan dan
penanganan perdagangan perempuan
dan anak.
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